
SALINAN

B U P A T I P A C I T A N  

P R O V I N S I J A W A  T I M U R

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 134 TAHUN 2022 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN,

Menimbang a bahwa sesuai dengan Surat Gubemur Jawa Timur Nomor
440/779/102 1/2023 tentang Pagu Anggaran Defimtif 
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan 
Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provmsi Jawa Timur 
Tahun Anggaran 2023, Surat Gubemur Jawa Timur Nomor 
4122/304/1123/2023 tentang Penyampaian Pagu 
Defimtif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 
Pemenntah Kabupaten/Kota Pada APBD Provmsi Jawa 
Timur Tahun Anggaran 2023, Surat Gubemur Jawa Timur 
Nomor 045 2/1010/201 4/2023 tentang Pagu Anggaran 
Defimtif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Pendidikan 
Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provmsi Jawa Timur 
Tahun Anggaran 2023 dan adanya pergeseran antar 
nncian obyek belanja Perangkat Daerah, maka Peraturan 
Bupati Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan 
perubahan,

b bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 164 ayat (2) 
Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar 
objek belanja dan/atau antar nncian obyek belanja 
dilakukan melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023,

Mengingat 1 Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,



2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lmgkungan Propmsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Benta Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730),

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286),

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemermtah Pusat dan Pemermtah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757),

8 Peraturan Pemermtah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),

9 Peraturan Pemermtah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028),

10 Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemermtah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Petubahan Peraturan Pemermtah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340),



11 Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575),

12 Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6177),

13 Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemenntah an (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),

14 Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 6041),

15 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Admimstrasi Pimpman dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),

16 Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322,

17 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemenntah 
Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754),

18 Peraturan Menten dalam Negen Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggung] awaban Dana 
Operaional (Benta Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067),

19 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Admimstrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggung) awaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Benta Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630),

20 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemenntah Daerah (Benta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114),

21 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Benta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),

22 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781),



23 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Benta Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431),

24 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Benta Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972),

25 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan tahun 2021 Nomor 8),

26 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2022 Nomor 8),

27 Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Benta Daerah kabupaten Pacitan 
tahun 2022 Nomor 134),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 134 TAHUN 2022 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
(Benta Daerah Tahun 2022 Nomor 134), diubah sebagai benkut

1 Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehmgga berbunyi sebagai benkut

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar 
Rp 1 657 256 023 175,00 (satu tnliun enam ratus lima puluh tujuh milyar 
dua ratus lima puluh enam juta dua puluh tiga nbu seratus tujuh puluh 
lima rupiah) dengan rincian sebagai benkut

a Pendapatan 
b Belanja Daerah 

Defisit

Rp 1 641 756 023 175,00 
Rp 1 657 256 023 175,00
Rp (15 500 000 000,00)

c Pembiayaan Daerah 
penenmaan
1 Semula
2 Pengeluaran Rp 15 500 000 000,00

Pembiayaan Netto Rp 0,00
Rp 15 500 000 000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00



2 Ketentuan dalam Lampiran I drnbah dan berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan 
Bupati mi

3 Ketentuan dalam Lampiran II drnbah dan berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan 
Bupati mi

4 Ketentuan dalam Lampiran III diubah dan berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan 
Bupati mi

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahumya, memermtahkan Pengundangan Peraturan mi 
dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Pacitan

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 6 - 3 - 2023

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERUWIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 19

Pasal II

Ditetapkan di Pacitan 
pada tanggal 6 - 3 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


